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[Even tough the use of e-procurement in Ministry of Public Work has been done since along time ago, the
problem still exists for every version of service upgrade which can be given by that system. The real
problem until now isthere are so many project procurement which is not in time and procurement
information is not completed by users on system which is caused by procurement team as a user does not
use e-procurement in procurement process according to law and rules. Ministry of Public Work suspect that
the low rate of e-procurement use by procurement team is caused by many things like unintegrated system
quality, weak regulation and law, users resistency for the system which usually happens in organization.
Ministry of Public Work also has not conducted any activities which is related with analysis affecting
factors of user acceptance for the system everytime they want to upgrade the system. The writer here start to
do analysis affecting factors of user acceptance for e-procurement system using Technology Acceptance
Model with Structure Equation Model technique. After observing the use of e-procurement condition in
Ministry of Public Work, writer made a user acceptance model which was adapted from Technology
Acceptance Model 2. After doing analysis using Structure Equation Model techniques, it has been known
that information quality, voluntariness, organisation subjective norm, system quality, and service quality
factors are the affecting factors which have to be concerned to gain the usability level of e-procurement in
Ministry of Public Work.;Walaupun penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum sudah
berjalan sgak dahulu, akan tetapi masih terdapat banyak masalah pada setiap versi peningkatan layanan
yang dapat diberikan oleh sistem tersebut. Salah satu yang masih menjadi agenda adalah banyaknya
keterlambatan pelelangan proyek dan tidak Iengkapnya data pelelangan yang salah satunya disebabkan oleh
pengguna yang disebut panitia lelang tidak menggunakan e-procurement dalam proses pelelangan sesuai
dengan peraturan. Rendahnya pemanfaatan e-procurement oleh panitialelang diduga disebabkan banyak hal
misalnya kualitas sistem yang belum terintegrasi, regulasi yang belum ketat, dan resistensi pengguna
terhadap sistem yang biasanya memang terjadi pada penggunaan suatu sistem di organisasi. Kementerian
Pekerjaan Umum pun belum melakukan kegiatan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem untuk
mengetahui faktor apa sgja yang mempengaruhi penerimaan pengguna setiap melakukan upgrade terhadap
sistem. Penulis pun melakukan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem e-procurement dengan
menggunakan teori Model Penerimaan Teknologi dengan teknik Model Persamaan Struktural. Setelah
melihat kondisi penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum, penulis membuat sebuah
model penerimaan yang diadaptasi dari teori Model Penerimaan Teknologi 2. Hal selanjutnya adalah
melakukan analisis menggunakan teknik Model Persamaan Struktural sehingga diketahui bahwa faktor
kualitas informasi, kesukarelaan, dukungan organisasi, peraturan, kualitas sistem, dan kualitas layanan untuk
menggunakan sistem e-procurement merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan
pemanfaatan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum, Walaupun penggunaan e-procurement di
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Kementerian Pekerjaan Umum sudah berjalan sgjak dahulu, akan tetapi masih terdapat banyak masalah pada
setigp versi peningkatan layanan yang dapat diberikan oleh sistem tersebut. Salah satu yang masih menjadi
agenda adalah banyaknya keterlambatan pelelangan proyek dan tidak lengkapnya data pelelangan yang
salah satunya disebabkan oleh pengguna yang disebut panitialelang tidak menggunakan e-procurement
dalam proses pelelangan sesuai dengan peraturan. Rendahnya pemanfaatan e-procurement oleh panitia
lelang diduga disebabkan banyak hal misalnya kualitas sistem yang belum terintegrasi, regulasi yang belum
ketat, dan resistensi pengguna terhadap sistem yang biasanya memang terjadi pada penggunaan suatu sistem
di organisasi. Kementerian Pekerjaan Umum pun belum melakukan kegiatan analisis penerimaan pengguna
terhadap sistem untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pengguna setiap
melakukan upgrade terhadap sistem. Penulis pun melakukan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem
e-procurement dengan menggunakan teori Model Penerimaan Teknologi dengan teknik Model Persamaan
Struktural. Setelah melihat kondisi penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum, penulis
membuat sebuah model penerimaan yang diadaptasi dari teori Model Penerimaan Teknologi 2. Hal
selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan teknik Model Persamaan Struktural sehingga diketahui
bahwa faktor kualitas informasi, kesukarelaan, dukungan organisasi, peraturan, kualitas sistem, dan kualitas
layanan untuk menggunakan sistem e-procurement merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk
meningkatkan pemanfaatan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum]



